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Oktovianto, Catur. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Perkara 
Perdata. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas 
Pancasakti Tegal. 2019. 
Pengadilan sebagai lembaga yang dibentuk negara untuk menangani perkara-
perkara yang diajukan masyarakat dengan tujuan memperoleh keadilan. Namun, sering 
kali para pihak yang bersengketa tidak merasa hak-haknya dipenuhi dalam suatu 
pengadilan. Kepastian hukum atas suatu hak, mengajukan permasalahannya melalui 
gugatan ke pengadilan, sering terombang-ambing dari penyelesaian perkara sederhana, 
cepat dan biaya ringan berkenaan kewenangan mengadili suatu pengadilan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Negeri Slawi 
dalam penyelesaian perkara perdata perbuatan melawan hukum pada perkara No. 6 
/Pdt.G/2019/PN.Bbs dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengabulkan 
eksepsi kuasa tergugat yang nenyatakan bahwa Pengadilan Negeri Brebes tidak 
berwenang untuk mengadili perkara No. 6/Pdt.G/2019/PN.Bbs. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan 
penelitian hukum normatif. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan 
dokumen. Metode analisis data dilakukan secara deduktif dianalisa dengan metode 
normatif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalil Penggugat dalam perkara No. 6 
/Pdt.G/2019/PN.Bbs mempunyai latar belakang pokok persoalan terkait dengan hukum 
perkawinan, harta bersama, dan hibah. Kemudian dilihat dari subjek hukumnya yaitu 
penggugat dan tergugat merupakan orang-orang yang beragama Islam. Jadi Pengadilan 
Negeri Brebes dalam penyelesaian perkara perdata perbuatan melawan hukum pada 
perkara No. 6 /Pdt.G/2019/PN.Bbs tidak berwenang untuk mengadili. Dasar hukum 
pertimbangan hakim dalam mengabulkan eksepsi kuasa tergugat yang menyatakan 
bahwa Pengadilan Negeri Brebes tidak berwenang untuk mengadili perkara No. 
6/Pdt.G/2019/PN.Bbs, yaitu Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 
Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 
tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam di bidang: a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) 
zakat, g) infaq, h) shadaqah, dan i) ekonomi syari'ah. Apabila terjadi sengketa hak milik 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 yang subjek hukumnya antara orang-orang 
yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama 
bersama-sama perkara. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di 
lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 




Oktovianto, Catur. Authority of District Courts in Settling Civil Cases. Skripsi. Tegal: 
Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti University. 2019. 
The court as an institution formed by the state to handle cases submitted by the 
community with the aim of obtaining justice. However, often the parties to the dispute 
do not feel their rights are fulfilled in a court of law. The legal certainty of a right, 
submitting its problems through a lawsuit to the court, is often oscillated from simple, 
fast and low-cost case settlements regarding the authority to try a court. 
This study aims to determine the authority of the Slawi District Court in the 
settlement of civil cases against the law in case No. 6/Pdt.G/2019/PN.Bbs and the legal 
basis for the judge's consideration in granting the exception to the power of the 
defendant which states that the Brebes District Court is not authorized to hear case No. 
6/Pdt.G/2019/PN.Bbs. The type of research used is library research with a normative 
legal research approach. The main data source used in this research is secondary data 
with the method of collecting literature and document study data. Data analysis method 
is deductively analyzed using qualitative normative methods. 
The results of this study indicate that the Plaintiff's Arguments in case No. 
6/Pdt.G/2019/PN.Bbs has a background in issues related to marriage law, joint property, 
and grants. Then seen from the legal subject, the plaintiff and defendant are people who 
are Muslim. So the Brebes District Court in the settlement of civil cases is against the 
law in case No. 6/Pdt.G/2019/PN.Bbs is not authorized to adjudicate. The legal basis 
for the judge's consideration in granting the exception to the power of the defendant 
stating that the Brebes District Court was not authorized to hear case No. 
6/Pdt.G/2019/PN.Bbs, namely Article 49 and Article 50 paragraph (2) of Law No. 3 of 
2006 which has been updated with Law No. 50 of 2009 concerning Religious Courts. 
The Religious Courts have the duty and authority to examine, decide upon, and settle 
cases at the first level between people who are Muslims in the areas of: a) marriage, b) 
inheritance, c) wills, d) grants, e) endowments, f) zakat, g ) infaq, h) shadaqah, and i) 
syari'ah economics. In the event of a dispute over ownership as referred to in Article 49 
whose legal subject is between people who are Muslims, the object of the dispute is 
decided by a religious court together with the case. 
Based on the results of this study are expected to be material information and 
input for students, academics, practitioners, and all those who need it in the Faculty of 
Law, University of Pancasakti Tegal. 
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A. Latar Belakang Masalah  
Pengadilan sebagai lembaga yang dibentuk negara untuk menangani 
perkara-perkara yang diajukan masyarakat dengan tujuan memperoleh keadilan dan 
kepastian hukum. Peran pengadilan dalam menangani perkara khususnya perdata, 
semakin berpacu dengan perkembangan zaman yang menuntut serba cepat, mudah 
dan pasti. Proses peradilan pada dasarnya merupakan akhir dari suatu proses hukum 
yang menentukan apakah seseorang berhak atau berkewajiban atas sesuatu, terbukti 
atau tidak terbukti melakukan suatu larangan undang-undang, atau sah atau tidak 
sah suatu pejabat tata usaha negara menjalankan administrasi negara.  
Masyarakat umum yang biasa disebut sebagai pencari keadilan, berharap 
penuh pada proses persidangan yang cepat dan ringan sehingga mereka dapat 
dengan cepat memperoleh kepastian hukum. Hukum acara perdata digunakan untuk 
menjamin terlaksananya hukum perdata. Hukum acara perdata lebih melaksanakan 
dan mempertahankan atau menegakan kaidah hukum perdata yang ada atau 
melindungi hak perseorangan, hal ini berbeda dengan hukum perdata yang lebih 
mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang terhadap yang lain. 
Hukum acara perdata mempunyai pengertian peraturan hukum yang 
mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan 
perantara hakim. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan 
bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Hukum acara 
perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, 
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memutusnya dan pelaksanaannya dari pada putusannya. Tuntutan dalam hal ini 
tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang 
diberikan oleh pengadilan untuk mencegah ‘eigenrichting’ atau tindakan 
menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk 
melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, 
tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan 
kerugian. Jadi tindakan menghakimi sendiri tidak dibenarkan dalam hal seseorang 
hendak memperjuangkan atau melaksanakan haknya.1 
Prinsipnya, di Indonesia ada dua peradilan yang mempunyai kewenangan 
menyelesaikan perkara perdata: Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Gugatan 
perdata dapat diajukan ke pengadilan dengan alas gugat antara lain adanya 
perbuatan melawan hukum. Selama ini sudah umum diakui bahwa perkara perdata 
dengan alas gugat adanya perbuatan melawan hukum merupakan kewenangan 
absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.  
Pengadilan, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah suatu unsur 
penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Hanya pengadilan yang 
memenuhi kriteria mandiri, netral, dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan 
hak asasi manusia. Oleh karena itu posisi hakim sebagai aktor utama lembaga 
peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang 
dimilikinya.2 
                                                  
1 Mertokusumo, Sudikno, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 
2. 
2  Herlambang, Kasihardo, Kewenangan Hakim dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri 
Surabaya Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 
Jatim: UPN "Veteran", 2011, hlm. 2. 
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Hakim sesuai dengan tugas dan fungsinya serta hakim dengan segala 
kewenangan yang dimilikinya merupakan aktor utama penyelenggara kekuasaan 
kehakiman dan sekaligus sebagai pengawal praktik penegakan hukum dan keadilan. 
Hakim melalui putusannya, dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut 
hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka 
menegakkan hukum dan keadilan.3 Besarnya kewenangan dan tingginya tanggung 
jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan dengan ucapan “Demi 
Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Ini menegaskan bahwa kewajiban 
menegakkan keadilan tidak hanya dipertangggung jawabkan pada sesama manusia, 
tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.4 
Suatu perkara perdata yang diputus dalam persidangan disesuaikan dengan 
Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dimana kekuasaan 
kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan 
pengadilan tinggi, hal ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1), kemudian disesuaikan 
pula dengan hukum acara perdata.5 Perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 
KUH Perdata: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada 
orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 
mengganti kerugian tersebut.” Unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah adanya 
suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak 
pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan 
dengan kerugian. 
                                                  
3 Argama, Rizky, Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim yang Disusun pada Tahun 2006 oleh 
Mahkamah Agung Republik Indonesia, FH UI, November, 2005. 
4 Sutiyoso, Bambang & Puspitasari, Sri Hastuti, Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan 
Kehakiman di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 3. 
5  Herlambang, Kasihardo, Op CIt, hlm. 2. 
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Melawan hukum merupakan tindakan berbuat atau tidak berbuat yang 
melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pada 
orang yang berbuat atau tidak berbuat itu atau bertentangan dengan tatasusila atau 
sikap berhati-hati sebagaimana patutnya di dalam pergaulan masyarakat terhadap 
orang atau barang orang lain. Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama, pada Pasal 50 menentukan dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik 
atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus 
diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. 
Ketentuan ini dirubah melalui Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang 
Peradilan Agama, Pasal 50 dengan menambahkan ayat (2) dalam pada Pasal 50 yang 
menentukan apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa 
tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49. Namun demikian, perlu dijelaskan bahwa dalam 
ketentuan ini tidak ditemukan pencabutan kewengan dari peradilan umum untuk 
mengadili perkara dengan alas gugat perbuatan melawan hukum. 
Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Peradilan Agama kemudian terjadi perluasan dan perubahan kewenangan Peradilan 
Agama. Perluasan kewenangan tersebut antara lain penambahan kewenangan 
menyelesaikan perkara ekonomi syariah, sementara perubahan kewenangan 
Peradilan Agama meliputi: Penghapusan hak opsi pada perkara waris dan 
Penambahan aturan specialis pada Pasal 50 ayat (2) terkait penyelesaian sengketa 
milik atau sengketa lain. Terdapat persinggungan ketika perbuatan melawan hukum 
  
5 
yang dilakukan terkait dengan waris yang dialami oleh pewaris yang beragama 
Islam.6 
Sering kali para pihak yang bersengketa atau pencari keadilan tidak merasa 
hak-haknya dipenuhi dalam suatu pengadilan, hal ini dikarenakan adanya suatu 
permainan yang cukup bersih di area wilayah lingkup pengadilan itu sendiri. Hal ini 
tercermin dari kasus yang ada di tengah-tengah masyarakat, dalam proses 
persidangan yang berlangsung, salah satu pihak tidak dapat menunjukan suatu alat 
bukti yang lengkap, tetapi majelis hakim sudah menjatuhkan putusan yang 
berkekuatan hukum tetap. 
Masyarakat awam yang menginginkan kepastian hukum atas suatu hak, 
mengajukan permasalahannya melalui gugatan atau permohonan ke pengadilan. 
Namun sering pula terombang-ambing dari penyelesaian perkara yang sederhana, 
cepat dan biaya ringan berkenaan kewenangan mengadili suatu pengadilan. Atas 
dasar uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 
“Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Perkara Perdata”. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan atas uraian latar belakang masalah di atas, untuk memudahkan 
penulisan, terhadap permasalahan tersebut penulis merumuskan ke dalam dua 
pertanyaan penelitian. 
1. Bagaimana kewenangan Pengadilan Negeri Brebes dalam penyelesaian perkara 
perdata perbuatan melawan hukum No. 6 /Pdt.G/2019/PN.Bbs? 
                                                  
6 https://law.ugm.ac.id/peradilan-umum-vs-peradilan-agama-perbuatan-melawan-hukum/. 
Online: 12 Oktober 2019. 
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2. Apa dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengabulkan eksepsi kuasa 
tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Brebes tidak berwenang 
untuk mengadili perkara No. 6/Pdt.G/2019/PN.Bbs? 
C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Negeri Brebes dalam penyelesaian 
perkara perdata perbuatan melawan hukum No. 6/Pdt.G/2019/ PN.Bbs. 
2. dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengabulkan eksepsi kuasa tergugat 
yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Brebes tidak berwenang untuk 
mengadili perkara No. 6/Pdt.G/2019/PN.Bbs. 
 
D. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dari secara teoritis maupun 
dari segi praktis.  
1. Secara teoritis, sebagai referensi dan informasi pengetahuan di fakultas hukum 
dan diharapkan sebagai sumbangan pemikiran yang positif serta memberikan 
kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar ilmu itu tetap hidup dan 
berkembang khususnya tentang kewenangan pengadilan negeri dan kehakiman.  
2. Secara praktis, tulisan ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat 
terutama bagi pihak-pihak yang sedang bersengketa dan dalam hal ini juga untuk 
mengetahui praktek di lapangan peradilan tentang kinerja hakim dan 
mengetahui kewenangan-kewenangan pengadilan baik pengadilan negeri 
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maupun agama. Sehingga masyarakat dapat mengetahui pengadilan yang sesuai 
saat mengalami permasalahan yang harus diselesaikan di pengadilan.  
E. Tinjauan Pustaka  
Gerhastuti, Kharisma Galu (2017) Kewenangan Pengadilan Negeri Dan 
Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang-Orang 
Yang Beragama Islam, Diponegoro Law Journal Vol. 6, No. 2, Tahun 2017, 
http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/. Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 dalam pasal 49 telah menjelaskan tentang kewenangan Pengadilan 
Agama untuk mengesahkan pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam, 
namun praktiknya Pengadilan Negeri masih mengesahkan permohonan 
pengangkatan anak orang yang beragama Islam yang seharusnya sudah menjadi 
kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam 
pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang Islam dan mengetahui akibat 
hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.  
Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pengangkatan anak bagi orang 
yang beragama Islam telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Masih adanya 
orang Islam yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri menunjukkan 
pengaturannya belum tersosialisasi secara baik. Pengangkatan anak baik melalui 
Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama tidak boleh memutus hubungan 
darah antara anak dan orang tua kandungnya. Perbedaan akibat hukum 
pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri anak dapat memperoleh hak waris 
sebatas harta gono-gini dari orang tua angkatnya, sementara melalui Pengadilan 
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Agama anak hanya berhak atas wasiat wajibah yang besarnya paling banyak 1/3 
bagian dari harta warisan orang tua angkat. 
Butarbutar, Elisabeth Nurhaini (2009) Konsep Keadilan Dalam Sistem 
Peradilan Perdata, Mimbar Hukum Vol. 21, No. 2, Juni 2009, hlm. 203-408. 
Penelitian ini merupakan penelitian normatif, sumber data yang digunakan yaitu 
data sekunder. Konflik dalam masalah sipil adalah kompetensi absolut Pengadilan 
Negeri. Sistem peradilan termasuk semua hal yang berkaitan dengan penugasan 
hakim yang memberikan keadilan kepada yang dapat dibenarkan melalui 
keyakinan.  
Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengadilan menilai berdasarkan hukum 
dan tidak boleh membuat diskriminasi. Ketentuan tersebut menjadi prinsip bagi 
hakim sipil untuk memproses masalah konflik yang diajukan padanya. Konsep 
keadilan pada sistem peradilan sipil adalah keadilan yang diberikan oleh hakim 
selama peradilan tentang konflik sipil, untuk menghasilkan hukuman. Dalam 
konflik masalah sipil, diketahui sebagai audi et alteram partem dan untuk setiap 
prinsipnya sendiri. Prinsip audi dan alterem partem berarti memberi kepada setiap 
orang yang berkonflik harus diperlakukan sama. Untuk masing-masing miliknya 
Prinsipnya, itu berarti bahwa setiap orang mengambil segalanya sebagai miliknya. 
Dalam implementasinya terlihat kedua prinsip itu saling bertentangan. Karena 
dalam sistem hukum tidak boleh ada konflik, sehingga kedua prinsip tersebut harus 
ada dalam konflik masalah sipil. 
Aprita, Serlika (2019) Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa 
Dan Memutus Perkara Permohonan Pernyatan Pailit (Studi Terhadap Akibat 
Hukum Kepailitan Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga terhadap Eksekusi atas 
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Harta Kekayaan Debitor Pailit di Pengadilan Negeri), Samudra Keadilan Vol. 14, 
No. 1, Januari-Juni 2019, P-ISSN: 2615-3416, E-ISSN: 2615-7845. Metode 
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang dikenal juga 
dengan penelitian doctrinal. Data yang digunakan yaitu data sekunder, untuk 
memperoleh data sekunder yang mencakapu bahan hukum primer, sekunder, dan 
bahan hukum tertier.  
Hasil penelitian disimpulkan bahwa dualisme kewenangan mengadili antara 
Pengadilan Niaga dengan Pengadilan Negeri mengakibatkan timbulnya 
permasalahan mengenai yurisdiksi mengadili suatu perkara. Permasalahan 
kekuasaan atau yurisdiksi mengadili timbul disebapkan berbagai faktor satu 
diantaranya faktor instansi peradilan yang membedakan eksistensi antara peradilan 
banding dan peradilan kasasi sebagai peradilan yang lebih tinggi (superior court) 
berhadapan dengan peradilan tingkat pertama (inferior court). Jenis penelitian 
dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam rangka 
pengembangan kompetensi atau wewenang Pengadilan Niaga di era globalisasi, 
maka diperlukan konsep yang matang untuk mempersiapkan perluasan kompetensi 
absolut dari Pengadilan Niaga agar Pengadilan Niaga dapat dipercaya dan kredibel 
di mata pencari keadilan, selain itu pula diperlukam pengakuan atas keberadaan dan 
eksistensi Pengadilan Niaga dalam hubungannya dengan wewenang yang dimiliki 
Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit 
melalui adanya pengaturan mengenai kekhususan hukum acara Pengadilan Niaga. 
Kata Kunci: Kepailitan, Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri, dan Pailit. 
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F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Janis penelitian termasuk dalam penelitian kepustakaan (library 
research) yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder, yaitu penelitian 
yang menggunakan data sekunder, sumber datanya dapat diperoleh melalui 
penelusuran dokumen. Penelitian merupakan penelitian kepustakaan karena 
sumber data utamanya berasal dari dokumen, seperti undang-undang, putusan 
dan lainnya sesuai dengan permasalahan yang dibahas.  
Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk menjelaskan atau 
mendeskripsikan kewenangan pengadilan negeri dalam penyelesaian perkara 
perdata dan dasar hukum pertimbangan dalam memutuskan pengadilan negeri 
tidak berwenang dalam mengadili perkara no. 6/Pdt.G/2019/PN.Bbs. 
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. 
Penelitian ini mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data 
sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para 
sarjana. Penelitian normatif bermaksud menjelaskan data yang ada dengan kata-
kata atau pernyataan. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap 
asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap 
taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan 
hukum.7 
                                                  
7 Fajar ND, Mukti & Achmad, Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 153. 
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Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis 
normatif, karena bahan pustaka digunakan sebagai bahan utama, yaitu bahan 
hukum primer yang terdiri dari norma dasar atau kaidah, ketentuan atau 
peraturan dasar, serta peraturan perundang-undangan. Selain itu digunakan pula 
bahan hukum sekunder sebagai data sekunder yang mencakup bahan hukum 
primer, sekunder, dan tertier.  
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa 
terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan. 
Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian mengacu pada studi 
kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. 
Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk 
memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan 
dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian 
hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian 
dilanjutkan dengan penelitian tehadap data primer di lapangan atau terhadap 
prakteknya.8  
3. Sumber Data 
Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang berisi 
segala peraturan yang mengatur tentang kewenangan pengadilan negeri dalam 
penyelesaian perkara perdata, dalam hal ini difokuskan pada peraturan 
perundang-undangan  dan  contoh  putusan  pengadilan.  Data  sekunder dalam  
                                                  
8 Ibid., hlm. 51.  
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penelitian ini terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan non hukum. Maka sumber dan jenis bahan penelitian yang 
digunakan dalam bahan penelitian ini, meliputi: 
a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 
artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan 
hukum primer adalah: 
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum  
3) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama 
4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi 
bahan hukum primer dan sifatnya tidak mengikat. Contohnya, hasil-hasil 
penelitian hukum, literature (buku-buku ilmiah) hukum resmi maupun tidak 
resmi diterbitkan, jurnal, media massa, dan makalah-makalah. 
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi bahan 
hukum primer dan sekunder. Contohnya ialah ensiklopedia, kamus hukum. 
4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat 
digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Metode pengumpulan data 
merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena 
melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk 
selanjutnya dianalisis sesuai yang diharapkan. Adapun metode pengumpulan 
data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen.  
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Studi Kepustakaan, diperoleh dari penelitian kepustakaan yang 
bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep atau teori-teori dan informasi-
informas serta pemikiran konseptual baik berupa peraturan perundang-
undangan dan karya ilmiah lainnya.  
5. Metode Analisis Data  
Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik 
kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan 
konkret yang dihadapi. Analisis yang digunakan adalah analisis hukum, yaitu 
suatu analisis yang menggunakan teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, 
kaidah-kaidah hukum untuk menemukan sebuah preskripsi.  
Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan dan wawancara 
merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu setelah 
data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis 
selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, 
kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif dari yang bersifat umum menuju 
ke hal yang bersifat khusus. Analisis data penelitian dalam penelitian ini 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan pengaturan 
retribusi Kabupaten Brebes. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif dan 
eksplanatoris. Maksudnya bahwa peneliti nantinya akan menggambarkan fakta-
fakta dan data-data yang didapat dari hasil penelitian. Kemudian ditindak lanjuti 




G. Sistematika Penulisan  
Untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis menyusun 
sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 
Bab I  Pendahuluan 
Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode 
penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan Konseptual  
Bab ini berisi mengenai tinjauan tentang pengadilan negeri yang 
menjelaskan tentang pengertian pengadilan negeri, asas-asas peradilan 
umum atau negeri, kedudukan pengadilan negeri; tinjauan tentang hukum 
acara perdata yang menjelaskan tentang pengertian hukum acara perdata, 
sumber hukum acara perdata, dan asas-asas hukum acara perdata; tinjauan 
tentang perbuatan melawan hukum yang menjelaskan tentang pengertian 
perbuatan melawan hukum dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum; 
tinjauan tentang penyelesaian sengketa perbeda yang menjelaskan tentang 
penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dan kewenangan pengadilan 
negeri.     
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 
kewenangan pengadilan negeri dalam penyelesaian perkara perdata dan 
dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengabulkan eksepsi kuasa 
tergugat yang menyatakan bahwa pengadilan negeri Brebes tidak 
berwenang untuk mengadili perkara no. 6/Pdt.G/2019/PN.Bbs. 
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Bab IV Penutup  
Terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan simpulan 
dan saran-saran dari penulis yang bersifat membangun terkait dengan 
kewenangan pengadilan negeri dalam penyelesaian perkara perdata, 






A. Tinjauan tentang Pengadilan Negeri  
1. Pengertian Pengadilan Negeri  
Peradilan dalam istilah inggris disebut judiciary dan rechspraak dalam 
bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas 
Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut Subekti dan 
Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan 
dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah 
peradilan menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka 
menegakan hukum, sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang 
memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah 
yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, 
adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan 
menerapkan hukum, menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan 
menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang 
ditetapkan oleh hukum formal.9 
Pengadilan Negeri adalah suatu Pengadilan (yang umum) yang memeriksa 
dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan 
perkara pidana untuk semua golongan.10 Menurut kamus Bahasa Indonesia, 
                                                  
9 Basah, Sjachran, Mengenal Peradilan di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, 
hlm. 9. 
10 Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 
2002, hlm. 373. 
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peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan.11 Peradilan juga dapat 
diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga.12 Dalam kamus Bahasa 
Arab disebut dengan istilah qadha yang berarti menetapkan, memutuskan, 
menyelesaikan, mendamaikan. Qadha menurut istilah adalah penyelesaian sengketa 
antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan 
menurut ketetapan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan 
adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau 
mengadili perselisihan-perselisihan hukum.13 
Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung 
yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada 
umumnya. Peradilan umum meliputi: 
a. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum 
meliputi wilayah provinsi. 
b. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah 
hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya 
spesialisasi, misalnya: Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, 
Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak. 
Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan 
bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan 
pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum 
                                                  
11 Basri, Cik Hasan, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 
2. 
12 Ali, Mohammad Daud, Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 278. 
13 Basri, Cik Hasan, Op Cit., hlm. 3. 
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itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang 
sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri. 
Tetapi di samping kepastian hukum, untuk dapat tercapainya keadilan tetap juga 
diperlukan adanya kesebandingan atau kesetaraan hukum, yang pada dasarnya juga 
telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan dan dalam hal ini juga 
harus mampu diwujudkan oleh Peradilan Umum. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pengadilan negeri adalah 
suatu pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana 
dan perdata. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota daerah kabupaten/kota. 
Daerah hukumnya juga meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan negeri 
bertugas adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan 
perdata di tingkat pertama, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan 
nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya apabila diminta. 
2. Asas-asas tentang Peradilan Umum atau Negeri  
Pada dasarnya terdapat kolerasi antara tujuan, sifat dan asas-asas hukum 
acara pidana. Asas-asas umum hukum acara pidana dan perundang-undanganterkait 
lainya, yakni:  
a. Asas peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara 
Indonesia Tahun 1945, yang menentukan, bahwa negara berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa. Tugas pengadilan luhur sifatnya, oleh karena itu tidak hanya 
bertanggungjawab kepada hukum, sesama manusia dan dirinya, tetapi juga 
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya setiap orang wajib menghormati 
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martabat lembaga pengadilan, bagi mereka yang berada di ruang sidang sewaktu 
persidangan berlangsung bersikap hormat secara wajar dan sopan serta tingkah 
laku yang tidak menyebabkan kegaduhan atau terhalangnya pengadilan, 
sebagimana yang sudah ditentukan dalam penjelasan pasal 218 Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana.14 
b. Asas Praduga Tidak Bersalah. Salah satu asas terpenting dalam peradilan umum, 
adalah asas praduga tidak bersalah. Asas ini termuat pertama kali, dalam Pasal 
8 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman. Bersumber pada asas inilah jelas bahwa tersangka 
maupun terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya. 
Karena itu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau 
bersalah sebelum adanya putusan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah 
sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahanya dan telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap.15 
c. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. Asas ini disebut juga 
sebagai contante justice. Sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana. Hal ini dimaksudkan agar terdakwa tidak diberlakukan 
dan diperiksa secara berlarut-larut, kemudian memperoleh proses yang 
procedural hukum serta proses adminitrasi biaya perkara yang ringandan tidak 
terlalu membebaninya. Dalam praktek ditentukan batasan asas ini, sebagaimana 
                                                  
14 Bakhri, Syaiful, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, 
dan Praktik Peradilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 67 
15 Pangaribuan, Luhut M.P., Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan 




ditentukan dalam surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 
Tahun 1992, tanggal 21 Oktober 1992.16 
d. Asas Hak Ingkar. Tujuan asas ini, adalah untuk memberikan perlindungan hak-
hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk menjamin objektivitas 
peradilan, dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair tidak 
memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat. Pihak yang diadili, 
mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya, dalam hal 
mengajukan keberatan-keberatan, yang disertai dengan alasan-alasan terhadap 
seorang hakim, yang akan mengadili perkaranya. Putusan hal tersebut dilakukan 
oleh pengadilan, dan berkaitan juga dengan hakim yang terikat dengan 
hubungan dengan keluarga.17 
e. Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Kehadiran Terdakwa. Asas 
ini penting, kerena terdakwa mesti hadir dalam persidangan, guna memeriksa 
secara terang dan jelas, sehingga perkara dapat diputuskan dengan hadirnya 
terdakwa. Ketentuan mengenai hal ini, diatur dalam pasal 154-155 KUHAP, 
dipandang sebagai pengecualian asas ini, ialah kemungkinan putusan dijatuhkan 
tanpa hadirnya terdakwa, yakni putusan verstek atau/in absentia. Tetapi ini 
hanya merupakan pengecualian, yakni dalam pemeriksaan perkara pelanggaran 
lalu lintas jalan. Juga dalam hal hukum acara pidana khusus, sebagaimana dalam 
Undang-undang No.11 (PN-PS) tahun 1963 Tentang Subsversi. Atau dalam 
perkara tindak pidana korupsi, yang mengenal putusan in absentia.18 
                                                  
16 Mulyadi, Lilik, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktek, Tehnik 
Penyusunan dan Permasalahnya, Bandung: Bunga Rampai, 2007, hlm. 14. 
17 Bahri, Syaiful, Op Cit., hlm. 70. 
18 Ibid, hlm. 70. 
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f. Asas Equality Before The Law. Perlakuan yang sama terhadap setiap orang 
didepan hukum. Bermakna bahwa hukum acara pidana tidak mengenal apa yang 
disebut forum priveligiatum atau perlakuan yang bersifat khusus, bagi pelaku-
pelaku tertentu dari suatu tindak pidana, karena harus dipandang mempunyai 
sifat-sifat yang lain, yang dimiliki oleh rakyat pada umumnya, misalnya sifat 
sebagai Menteri, Anggota Parlemen, Kepala Daerah dan sebagainya.19 
g. Asas Bantuan Hukum. Asas memberikan bantuan hukum seluas-luasnya, 
bermakna bahwa setiap orang wajib diberi kesempatan untuk memperoleh 
bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan. 
h. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan. Artinya adalah, bahwa 
pemeriksaan langsung terhadap terdakwa, dan tidak secara tertulis antara Hakim 
dan terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 KUHAP.20 
3. Kedudukan Pengadilan Negeri 
Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Pengadilan adalah 
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum. 
Sedangkan Pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana  
Kekuasaan  Kehakiman  bagi  rakyat  pencari  keadilan pada umumnya.  
Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh: a. 
Pengadilan Negeri; b. Pengadilan Tinggi diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 
1986 tentang Peradilan Umum Pasal 3 ayat (1).  
                                                  
19 Lamintang, P.A.F. & Lamintang, Theo, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengethuan 
Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 30. 
20 Bahkri, Syiful, Op Cit., hlm. 79. 
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Tempat kedudukan Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 4 ayat (1) 
Pengadilan Negeri berkedudukan di kota madya atau di ibu kota kabupaten, dan 
daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau Kabupaten. Berdasarkan Pasal 
4 ayat (1) tersebut maka wewenang mengadili ini memiliki implikasi yuridis yaitu 
berkaitan dengan kompetensi relatif dan komepetsi absolute dari masing-masing 
lembaga peradilan.  
Kekuasaan atau wewenang mengadili ini ada dua macam kompetensi, yaitu: 
kompetensi absolute dan relatif. Kompetensi absolute yaitu kompetensi yang 
berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili pada satu 
lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya. Kompetensi relatif yaitu 
kompetensi yang berkaitan dengan pembagian wilayah kekuasaan mengadili antara 
peradilan yang satu dengan peradilan yang lain dalam satu lingkungan peradilan.  
B. Tinjauan tentang Hukum Acara Perdata  
1. Pengertian Hukum Acara Perdata  
Hukum acara perdata menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya 
“Hukum Acara Perdata Indonesia” dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur 
mengenai cara untuk mengajukan hak, memeriksa, memutus perkara hingga 
pelaksanaan putusan tersebut. Tuntutan hak yang dimaksudkan di sini adalah 
tindakan yang bertujuan mendapat perlindungan hukum yang seharusnya diberikan 
oleh pengadilan.21 Sedangkan menurut Retnowulan Sutantio, dan Iskandar 
Oeripkartawinata mendefinisikan hukum acara perdata sebagai berikut : 
                                                  
21 Mertokusumo, Sudikno (II), Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty: Yogyakarta, 
2009, hlm. 2. 
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“Keseluruhan kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana 
melaksanakan hak–hak dan kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam 
hukum perdata materiil”.22 
Berdasarkan beberapa buah definisi di atas maka hukum acara perdata dapat 
juga disebut sistem perdata formil. Artinya, adalah sebuah perangkat yang teratur 
dan memiliki kaitan satu sama lain (dari tahapan pengajuan gugatan sampai 
putusan) yang bertujuan menegakkan perdata materil melalui proses peradilan.  
2. Sumber Hukum Acara Perdata 
Sumber hukum acara perdata terdiri atas kebiasaan, peraturan perundang-
undangan, yurisprudensi, ajaran atau doctrin dan traktat. Dari beberapa sumber 
terebut yang dirasa sangat berperan yaitu peraturan perundang-undangan dan 
yurisprudensi.23 Untuk menjalankan hukum acara perdata menurut Undang-Undang 
Darurat No. 1 Tahun 1951 terbagi menjadi 3 (tiga) aturan pokok, yaitu HIR 
(HetHerziene Indonesisch Reglement) dijadikan pedoman penegakan hukum acara 
perdata di Pulau Jawa dan Madura, RBg (Rechsreglement Buitengwestern) 
dijadikan pedoman penegakan hukum acara perdata di luar Pulau Jawa serta 
Madura, lain halnya dengan Rv (Reglement op de Burgeriljke rechtsvordering) 
dijadikan pedoman penegakan hukum acara perdata bagi golongan Eropa.  
Menurut Supomo dengan dihapuskannya Raad Justitie dan 
Hooggerechtshof, maka Rv sudah tidak berlaku lagi, sehingga denngan demikian 
                                                  
22 Sasangka, Hari & Rifa’I, Ahmad, Perbandingan HIR dan RBG, Bandung: MandarMaju, 
2005, hlm. 2. 
23 Ibid., hlm. 2. 
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hanya HIR dan RBg sajalah yang berlaku.24 Disamping sumber hukum utama 
tersebut, yang merupakan sumber hukum acara perdata, antara lain Undang-Undang 
No. 20 Tahun 1947 tentang Banding, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 3 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 
5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama, dan lain-lain.  
3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata 
Asas-asas hukum acara perdata dalam praktek peradilan di Indonesia adalah 
sebagai berikut:  
a. Asas hakim bersifat menunggu. Dalam hukum acara perdata, inisiatif untuk 
mengajukan tuntutan diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan 
yang merasa dan dirasa bahwa haknya telah dilanggar orang lain. Apabila 
tuntutan tidak diajukan para pihak yang berkepentingan maka tidak ada hakim 
yang mengadili perkara yang bersangkutan (nemo judex sine actore). Hakim 
dalam hal ini tidak boleh mempengaruhi para pihak agar mengajukan suatu 
gugatan, konkretnya hakim bersikap menunggu apakah suatu perkara akan 
diajukan atau tidak.25  
b. Asas hakim pasif (lijdelijkheid van rehcter). Hakim di dalam memeriksa perkara 
perdata bersikap pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa 
yang diajukan kepadanya untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para 
                                                  
24 Mertokusumo, Sudikno (II), Op Cit., hlm. 7. 
25 Mulyadi, Lilik (II), Hukum Acara Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, Jakarta: 
Djambatan, 2002, hlm. 17. 
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pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para 
pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk 
tercapainya peradilan. Akan tetapi sebaliknya, hakim harus aktif dalam 
memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu kedua belah 
pihak dalam mencari kebenaran.26 Asas hakim pasif memberikan batasan 
kepada hakim untuk tidak dapat mencegah apabila gugatan tersebut dicabut atau 
para pihak akan melakukan perdamaian (Pasal 130 HIR) atau hakim hanya 
mengadili luas pokok sengketa yang diajukan para pihak dan dilarang 
mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang dituntut (Pasal 
178 ayat (2) dan ayat (3) HIR).27  
c. Asas pengadilan yang terbuka untuk umum (openbaarheid van Rechtcspraak). 
Sifat terbukanya pengadilan baik dalam tahap pemeriksaan maupun dalam tahap 
pembacaan putusan. Apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak 
dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan itu tidak sah dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut 
hukum.28 Kecuali ada alasan penting atau karena ketentuan Undang-undang, 
hakim memerintahkan supaya sidang dilakukan dengan pintu tertutup. Perkara  
semacam ini  biasanya  berhubungan  dengan  soal kesusilaan atau hal  
yang tidak patut didengar oleh umum, sehingga apabila umum dapat mendengar 
pihak yang bersangkutan segan atau malu mengemukakan hal yang sebenarnya 
secara terus terang.29 Tujuan dari asas ini adalah untuk memberi perlindungan 
                                                  
26 Mertokusumo, Sudikno (II), Op Cit., hlm. 12. 
27 Mulyadi, Lilik (II), Op Cit., hlm. 18. 
28 Mertokusumo, Sudikno (II), Op Cit., hlm. 13. 




hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin 
obyektifitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang 
fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.30  
d. Asas mendengar kedua belah pihak yang berperkara (horen van beide partijen). 
Setiap pihak-pihak yang berperkara harus didengar atau diperlakukan sama serta 
diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingan mereka. Hal ini 
berarti dalam pengajuan alat bukti baik berupa surat, saksi, persangkaan, 
pengakuan dan sumpah harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh 
kedua belah pihak yang bersengketa.31 Hakim tidak boleh memihak apabila 
perkara itu telah resmi dibawa ke muka sidang dan mulai diperiksa. Dalam 
pemeriksaan tersebut hakim betul-betul harus bersikap bebas tidak memihak. 
Dalam sidang itu hakim akan mendengar keterangan kedua belah pihak dengan 
pembuktiannya masing-masing sehingga hakim dapat menentukan segala 
sesuatunya guna penyelesaian perkara secara adil.32  
e. Asas putusan harus disertai alasan. Alasan-alasan atau argumentasi itu 
dimaksudkan sebagai pertanggungan jawab hakim dari pada putusannya 
terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, 
sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-
alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim 
tertentu yang menjatuhkannya.33  
                                                  
30 Mertokusumo, Sudikno (II), Op Cit., hlm. 14. 
31 Ibid., hlm. 14-15. 
32 Muhammad, Abdulkadir (II), Op Cit, hlm. 26. 
33 Mertokusumo, Sudikno (II), Op Cit., hlm. 15. 
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f. Beracara dikenakan biaya. Biaya perkara dalam acara perdata meliputi biaya 
kepaniteraan, biaya panggilan, pemberitahuaan para pihak, biaya materai dan 
biaya pengacara jika menggunakan pengacara. Sedangkan bagi mereka yang 
tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara 
cuma-cuma (prodeo) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari 
pembayaran biaya perkara dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu 
yang dibuat oleh kepala polisi (Pasal 237 HIR, 273 RBg).34  
g. Tidak ada keharusan mewakilkan. HIR tidak mewajibkan para pihak untuk 
mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan dipersidangan terjadi 
secara langsung terhadap para pihak yang berkepentingan. Akan tetapi, jika para 
pihak menginginkan diwakili oleh kuasa atau pengacara dalam hukum acara 
perdata dibolehkan. Dengan demikian hakim tetap wajib memeriksa sengketa 
yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada 
seorang kuasa.35  
C. Tinjauan Perbuatan Melawan Hukum  
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum  
Rumusan perbuatan melawan hukum yang berasal dari KUH Perdata Prancis 
tersebut pada paruh kedua abad ke-19 banyak mempengaruhi perkembangan teori 
perbuatan melawan hukum (tort) versi hukum Anglo Saxon.36 Menurut sistem 
Common Law sampai dengan penghujung abad ke-19, perbuatan melawan hukum 
belum dianggap sebagai suatu cabang hukum yang berdiri sendiri, tetapi hanya 
                                                  
34 Ibid., hlm. 17. 
35 Ibid., hlm. 18. 
36  Fuady, Munir, Perbandingan Hukum Perdata, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 80. 
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merupakan sekumpulan dari writ (model gugatan yang baku) yang tidak terhubung 
satu sama lain.37  
Penggunaan writ ini kemudian lambat laun menghilang. Seiring dengan 
proses hilangnya sistem writ di Amerika Serikat, maka perbuatan melawan hukum 
mulai diakui sebagai suatu bidang hukum tersendiri hingga akhirnya dalam sistem 
hukum Anglo Saxon, suatu perbuatan melawan hukum terdiri dari tiga bagian: a) 
Perbuatan dengan unsur kesengajaan (unsur kesalahan), b) Perbuatan kelalaian 
(unsur kesalahan), c) Perbuatan tanpa kesalahan (tanggung jawab mutlak).38 
Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan 
melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh 
seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu 
hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu: a) 
Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, b) Perbuatan melawan hukum 
tanpa kesalahan, c) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.39 
Setiap perbuatan melanggar, baik sengaja maupun tidak sengaja yang 
sifatnya melanggar, berarti unsur kesengajaan dan kelalaian terpenuhi. Kemudian 
yang dimaksud dengan hukum dalam pasal tersebut di atas adalah segala ketentuan 
dan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan segala 
sesuatu yang dianggap sebagai hukum. Jadi jelas bahwa yang dilanggar itu adalah 
hukum dan yang dipandang atau dianggap sebagai hukum, seperti undang-undang, 
adat kebiasaan yang mengikat, keputusan hakim dan lain sebagainya. Pelanggaran 
                                                  
37  Ibid., hlm. 81. 
38  Ibid., hlm. 3. 
39  Fuady, Munir (II), Perbuatan Melawan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 3. 
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hukum ini dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka 
akibat dari pelanggaran hukum itu harus membawa kerugian bagi pihak lain.  
Kalimat "tiap perbuatan melanggar hukum", tidak dapat dipisahkan antara 
satu dengan lainnya, bahkan harus sejalan dalam mewujudkan pengertian dari 
perbuatan melawan hukum tersebut. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 
KUH Perdata tersebut di atas. Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum 
diartikan bahwa orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah 
berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri.40 
Adanya arrest dari Hoge Raad 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, 
maka pengertian perbuatan melawan hukum lebih diperluas, yaitu hal berbuat atau 
tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan 
dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat (sampai di sini adalah merupakan 
perumusan dari pendapat yang sempit), atau berlawanan baik dengan kesusilaan 
maupun melawan kepantasan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat 
terhadap diri atau benda orang lain).41 
Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas berdasarkan 
pernyataan di atas, bahwa perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan 
bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  dari pelakunya, tetapi perbuatan itu juga  
berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda orang lain, 
yang seharusnya ada di dalam masyarakat, dalam arti bertentangan dengan 
ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis, seperti adat istiadat dan lain-lain. 
                                                  
40  Volmar, H.F.A., Pengantar Study Hukum Perdata (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata), 
Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm.184. 
41  Ibid., hlm.185. 
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Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit hanya mencakup Pasal 1365 
KUH Perdata, dalam arti pengertian tersebut dilakukan secara terpisah antara Pasal 
1365 KUH Perdata dan Pasal 1366 KUH Perdata. Sedangkan pengertian perbuatan 
melawan hukum dalam arti luas adalah merupakan penggabungan dari kedua pasal 
tersebut. Lebih jelasnya pendapat tersebut adalah perbuatan dalam arti "perbuatan 
melawan hukum" meliputi perbuatan positif, yang dalam bahasa asli bahasa 
Belanda "daad" (Pasal 1366) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa asli bahasa 
Belanda "nataligheid" (kelalaian) atau "onvoorzigtgheid" (kurang hati-hati) seperti 
ditentukan dalam Pasal 1365 KUH. Perdata.42 
Pasal 1365 KUH Perdata untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, 
sedangkan dalam Pasal 1366 KUH Perdata itu untuk orang yang tidak berbuat. 
Pelanggaran kedua pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti 
kerugian. Perumusan perbuatan positif Pasal 1365 KUH Perdata dan perbuatan 
negatif Pasal 1366 KUH Perdata hanya mempunyai arti sebelum ada putusan 
Mahkamah Agung Belanda 31 Januari 1919, karena pada waktu itu pengertian 
melawan hukum (onrechtmatig) itu masih sempit. Setelah putusan Mahkamah 
Agung Belanda tersebut, pengertian melawan hukum itu sudah menjadi lebih luas, 
yaitu mencakup juga perbuatan negatif. Ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata itu 
sudah termasuk pula dalam rumusan Pasal 1365 KUH Perdata. 
Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum di atas, baik yang secara 
etimologi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keputusan Mahkamah Agung 
Belanda dengan arrest tanggal 31 Januari 1919 dan pendapat para sarjana hukum, 
                                                  
42  Abdulkadir, Muhammad., Hukum Perikatan, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 142. 
  
31 
walaupun saling berbeda antara satu sama lainnya, namun mempunyai maksud dan 
tujuan yang sama, yaitu memberi penegasan terhadap tindakan-tindakan seseorang 
yang telah melanggar hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban 
hukumnya sendiri, sementara tentang hal tersebut telah ada aturannya atau 
ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, 
seperti adat kebiasaan dan lain sebagainya.43 
 
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum 
Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah 
melakukan perbuatan melawan hukum ialah: 
a. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig). 
b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian. 
c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian). 
d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.44 
Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh R. Suryatin, yang 
mengatakan bahwa Pasal 1365 memuat beberapa unsur yang harus dipenuhinya, 
agar supaya dapat menentukan adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Unsur 
pertama adalah perbuatan itu harus melanggar undang-undang. Perbuatan itu 
menimbulkan kerugian (unsur kedua), sehingga antara perbuatan dan akibat harus 
ada sebab musabab. Unsur ketiga ialah harus ada kesalahan di pihak yang berbuat.45 
Menurut pernyataan di atas unsur dari perbuatan melawan hukum itu adalah 
sebagai berikut: 
                                                  
43  Ibid., hlm. 144. 
44  Ibid., hlm. 24. 
45  Suryatin, R., Hukum Perikatan, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, hlm. 82. 
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a. Perbuatan itu harus melanggar undang-undang. 
b. Perbuatan itu mengakibatkan kerugian, sehingga antara perbuatan dan akibat 
harus ada sebab musabab.  
c. Harus ada kesalahan di pihak yang berbuat.46 
Dibandingkan kedua unsur-unsur tersebut di atas, jelas terlihat 
perbedaannya, dimana menurut pendapat Abdulkadir Muhammad, unsur-unsur 
perbuatan melawan hukum yang dikemukakannya lebih luas, jika dibandingkan 
dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh Suryatin. 
Kalau perbuatan yang dikemukakan Abdulkadir Muhammad lebih luas, yaitu 
terhadap hukum yang termasuk di dalamnya Undang-Undang. Sedangkan perbuatan 
yang dikemukakan Suryatin, hanya terhadap Undang-undang saja. Kemudian antara 
perbuatan dan akibat terdapat hubungan kausal (sebab musabab), menurut 
Abdulkadir Muhammad merupakan salah satu unsur, sedangkan menurut Suryatin 
digabungkan dengan unsur perbuatan itu menimbulkan kerugian. 
Abdulkadir Muhammad menyebutkan bahwa unsur-unsur perbuatan 
melawan hukum yaitu: a. Perbuatan itu harus melawan hukum, b. Perbuatan itu 
harus menimbulkan kerugian, c. Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan, 
dan d. Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal.47 Adapun penjelasan 
dari masing-masing unsur sebagai berikut: 
a. Perbuatan itu harus melawan hukum 
Prinsipnya tentang unsur yang pertama ini telah dikemukakan di dalam 
sub bab di atas, yaitu di dalam syarat-syarat perbuatan melawan hukum. Dalam 
                                                  
46  Ibid., hlm. 83. 
47  Prodjodikoro R. Wirjono, Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung: Sumur, 2003, hlm. 72. 
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unsur pertama ini, sebenarnya terdapat dua pengertian, yaitu "perbuatan" dan 
"melawan hukum". Namun keduanya saling berkaitan antara satu dengan yang 
lainnya. Keterkaitan ini dapat dibuktikan dengan dua cara, yaitu dengan cara 
penafsiran bahasa, melawan hukum menerangkan sifatnya dari perbuatan itu 
merupakan kata sifat dan perbuatan merupakan kata kerja. Sehingga dengan 
adanya suatu "perbuatan" yang sifatnya "melawan hukum", maka terciptalah 
kalimat yang menyatakan "perbuatan melawan hukum". 
Kemudian dengan cara penafsiran hukum. Cara penafsiran hukum ini 
terhadap kedua pengertian tersebut, yaitu "perbuatan", untuk jelasnya telah 
diuraikan di dalam sub bab di atas, baik dalam arti sempit maupun dalam arti 
luas. Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit, hanya meliputi 
hak orang lain, dan kewajiban si pembuat yang bertentangan atau hanya 
melanggar hukum/undang-undang saja. Pendapat ini dikemukakan sebelum 
adanya arrest Hoge Raad Tahun 1919. Sedangkan dalam arti luas, telah meliputi 
kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap 
diri dan barang-barang orang lain. Pendapat ini dikemukakan setelah pada waktu 
arrest Hoge Raad Tahun 1919 digunakan. 
 
b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian. 
Kerugian yang dimaksud di dalam unsur kedua ini, Undang-undang 
tidak hanya menjelaskannya tentang ukurannya dan yang termasuk kerugian itu. 
Undang-undang hanya menyebutkan sifat dari kerugian tersebut, yaitu materiil 
dan imateriil. “Kerugian ini dapat bersifat kerugian materil dan kerugian 
inmateril, Apa ukurannya, apa yang termasuk kerugian itu, tidak ada ditentukan 
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lebih lanjut dalam undang-undang sehubungan dengan perbuatan melawan 
hukum”.48 
Pernyataan di atas, mengisyaratkan bagaimana caranya untuk 
menentukan kerugian yang timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum 
tersebut. Karena undang-undang sendiri tidak ada menentukan tentang 
ukurannya dan apa saja yang termasuk kerugian tersebut. Undang-undang hanya 
menentukan sifatnya, yaitu materil dan inmateril. Termasuk kerugian yang 
bersifat materil dan inmateril ini adalah: 
1) Materil, maksudnya bersifat kebendaan (zakelijk). Contohnya kerugian 
karena kerusakan tubrukan mobil, rusaknya rumah dan sebagainya.  
2) Immateril, maksudnya bersifat tidak kebendaan. Contohnya dirugikan nama 
baik seseorang, harga diri, hilangnya kepercayaan orang lain, membuang 
sampah (kotoran) di pekarangan orang lain hingga udara tidak segar pada 
orang itu atau polusi, pencemaran lingkungan, hilangnya langganan dalam 
perdagangan.49 
Mencermati pernyataan di atas, apakah contoh-contoh tersebut telah 
memenuhi ukuran dari kerugian yang diisebabkan oleh perbuatan melawan 
hukum. Hal ini dapat saja terjadi, karena undang-undang itu sendiri tidak ada 
mengaturnya. Namun demikian bukan berarti orang yang dirugikan tersebut 
dapat menuntut kerugian orang lain tersebut sesuka hatinya. Karena ada 
pendapat yang mengatakan Hoge Raad berulang-ulang telah memutuskan, 
bahwa kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, ketentuannya 
                                                  
48  Abdulkadir, Muhammad., Op.Cit., hlm. 148. 
49  Abdulhay, Marheinis, Hukum Perdata, Jakarta: Pembinaan UPN, 2006, hlm. 83. 
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sama dengan ketentuan yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian (Pasal 
1246-1248), walaupun ketentuan tersebut tidak dapat langsung diterapkan. 
Akan tetapi jika penerapan itu dilakukan secara analogis, masih dapat 
diperkenankan.50 
Praktek hukumnya, pernyataan di atas dapat dibuktikan kebenarannya, 
bahwa secara umum pihak yang dirugikan selalu mendapat ganti kerugian dari 
si pembuat perbuatan melawan hukum, tidak hanya kerugian yang nyata saja, 
tetapi keuntungan yang seharusnya diperoleh juga diterimanya. Dengan 
demikian, kerugian yang dimaksud pada unsur kedua ini, dalam prakteknya 
dapat diterapkan ketentuan kerugian yang timbul karena wanprestasi dalam 
perjanjian. Walaupun penerapan ini hanya bersifat analogi. Namun tidak 
menutup kemungkinan terlaksananya penerapan ketentuan tersebut terhadap 
perbuatan melawan hukum. Alasannya, karena tidak adanya pengaturan lebih 
lanjut dari Undang-undang tentang hal tersebut, sehingga masalah ini dapat 
merupakan salah satu masalah pengembangan hukum perdata, untuk diteliti. 
 
c. Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan. 
Kesalahan dalam uraian ini, ialah perbuatan yang disengaja atau lalai 
melakukan suatu perbuatan atau yang perbuatan itu melawan hukum (onrecht 
matigedaad). Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika 
terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan/tidak melakukan suatu 
perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya 
dilakukan/tidak dilakukan itu tidak terlepas dari pada dapat atau tidaknya hal-
                                                  
50  Prodjodikoro, R. Wirjono, Op Cit., hlm. 85. 
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hal itu dikira-dira. Dapat dikira-kira itu harus diukur secara objektif, artinya 
manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu perbuatan 
seharusnya dilakukan/tidak di lakukan.51 
Berdasarkan pendapat di atas, berarti perbuatan melawan hukum itu 
adalah perbuatan yang sengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan. Kesalahan 
dalam unsur ini merupakan suatu perbuatan yang dapat dikira-kira atau 
diperhitungkan oleh pikiran manusia yang normal sebagai tindakan yang 
dilakukan atau tidak dilakukannya perbuatan itu. Melakukan atau tidak 
melakukan dapat dikategorikan ke dalam bentuk kesalahan. Pendapat di atas 
dapat dimaklumi, karena sifat dari hukum adalah mengatur, yang berarti ada 
larangan dan suruhan. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan, perbuatan 
mana dilarang oleh undang-undang, dinyatakan telah bersalah. Kemudian jika 
seseorang tidak melakukan perbuatan, sementara perbuatan itu merupakan 
perintah yang harus dilakukan, maka orang tersebut dapat dikatakan telah 
bersalah. Inilah pengertian kesalahan dari maksud pernyataan di atas.  
Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kesalahan itu dapat terjadi, 
karena: disengaja dan tidak disengaja.52 Tentunya yang dimaksud dengan 
disengaja dan tidak disengaja pernyataan di atas adalah dalam hal perbuatan, 
apakah perbuatan itu disengaja atau perbuatan itu tidak disengaja. Tentang 
disengaja dan tidak disengaja berarti kesalahan itu dapat terjadi dan dilakukan 
akibat dari suatu kelalaian. Jika kelalaian dapat dianggap suatu unsur dari 
kesalahan, maka menurut pandangan hukum, kodrat manusia sebagai makhluk 
                                                  
51  Abdulkadir, Muhammad., Op Cit., hlm. 147. 
52  Abdulhay, Marheinis, Op Cit., hlm. 84. 
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yang tidak pernah luput dari kesalahan dan kesilapan, merupakan satu pedoman 
dasar di dalam menentukan bahwa perbuatan itu termasuk ke dalam suatu 
perbuatan melawan hukum dan tidak dapat dipungkiri lagi. 
Kenyataannya, kenapa masih banyak orang yang telah melakukan 
perbuatan melawan hukum, dapat menghindari dirinya dari tuduhan dan gugatan 
tersebut dalam arti mengingkari perbuatan melawan hukum yang ditunjukkan 
kepadanya. Perbuatan yang memang disengaja, berarti sudah ada niat dari 
pelakunya atau si pembuat. Tetapi jika perbuatan itu tidak disengaja untuk 
dilakukan, dalam arti unsur kesilapan. 
d. Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal. 
Pasal 1365 KUH Perdata, hubungan kausal dapat terlihat dari kalimat 
perbuatan yang karena kesalahaannya menimbulkan kerugian. Kerugian itu 
timbul disebabkan adanya perbuatan, atau kerugiaan itu merupakan akibat dari 
perbuatan. Hal yang menjadi masalah di sini, apakah kerugian itu merupakan 
akibat  perbuatan, sejauh manakah hal ini dapat dibuktikan kebenarannya. Jika  
antara kerugian dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat), 
maka sudah pasti dapat dikatakan bahwa setiap kerugian merupakan akibat dari 
suatu perbuatan. Apakah pendapat tersebut tidak bertentangan dengan hukum 
alam, yang menyatakan bahwa terjadinya alam ini, mengalami beberapa proses 
yang disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. 
Kemudian menurut pendapat sarjana sosiologi, timbulnya hukum di 
dalam masyarakat hukum hanya disebabkan adanya faktor persaingan hidup 
dalam masyarakat itu sendiri, tetapi dipengaruhi oleh disebabkannya adanya 
faktor kehidupan lainnya, seperti faktor biologis, faktor kejiwaan, faktor 
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keamanan dan faktor-faktor kebendaan lainnya. Tujuannya untuk mengatur dan 
melindungi serta mengayomi hidup dan kehidupannya, baik secara individu 
maupun secara kelompok dalam masyarakat.53 
Jadi, mencermati uraian di atas, hubungan kausalitas tersebut terdiri dari 
beberapa sebab yang merupakan peristiwa, sehingga kerugian bukan hanya 
disebabkan adanya perbuatan, tetapi terdiri dari beberapa syarat dari perbuatan. 
Hal ini sesuai dengan pendapat atau teori yang dikemukakan oleh Von Buri, 
yaitu harus dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua 
syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat. Karena dengan hilangnya 
salah satu syarat tersebut, akibatnya tidak akan terjadi dan oleh sebab tiap-tiap 
syarat-syarat tersebut conditio sine qua non untuk timbulnya akibat, maka setiap 
syarat dengan sendirinya dapat dinamakan sebab.54 
Hubungan kausalitas yang merupakan salah satu unsur dari perbuatan 
melawan hukum dapat dikatakan bahwa kerugian itu timbul disebabkan adanya 
perbuatan yang sifatnya melawan hukum. Marheinis Abdulhay menyatakan 
bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu adalah dari pengertian Pasal 
1365 KUH. Perdata tersebut dapat ditarik beberapa unsur perbuatan melawan 
hukum (onrechtmatige daad), yaitu: 
1) Perbuatan. 
2) Melanggar. 
3) Kesalahan.  
                                                  
53  Ibid., hlm. 85. 




Pernyataan di atas dapat diperhatikan dan jika dibandingkan dengan 
pembagian unsur-unsur yang telah dikemukakan terdahulu, perbedaan-
perbedaan unsur-unsur tersebut sangat jelas terlihat. Hubungan kausalitas atau 
sebab musabab termasuk salah satu unsur dari salah satu unsur perbuatan yang 
mengakibatkan kerugian menurut pendapat para sarjana terdahulu. Sementara 
menurut Abdulhay, hubungan kausalitas atau sebab musabab ini bukan 
merupakan salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum.56 
Tidak termasuknya hubungan kausalitas tersebut ke dalam unsur-unsur 
perbuatan melawan hukum disebabkan tidak terdapatnya hubungan kausalitas 
tersebut di dalam pengertian Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga sarjana tersebut 
hanya melihat hal-hal yang jelas dan nyata saja dari bunyi Pasal tersebut, dalam 
arti ia hanya melihat hal-hal yang tersurat. Sedangkan hubungan kausalitas 
menurut pendapat sarjana yang lain, itu merupakan hal yang tersirat. Sehingga 
tidak perlu disebutkan sebagai salah satu unsur. 
Selain itu, kelihatannya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang 
dikemukakan oleh Marheinis Abdulhay ini jelas sederhana jika dibandingkan 
dengan dengan unsur-unsur yang dikemukakan oleh sarjana yang lain. Namun 
demikian secara kenyataannya, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang 
dikemukakan oleh para sarjana di atas mempunyai maksud dan tujuan yang 
sama, yaitu memberi penjelasan dan penegasan terhadap kriteria-kriteria dari 
suatu perbuatan yang melawan hukum, dengan kata lain, unsur manapun yang 
                                                  
55  Abdulhay, Marheinis, Op Cit., hlm. 82. 
56  Ibid., hlm. 83. 
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digunakan dan ditetapkan, tujuannya tetap menerangkan bahwa perbuatan itu 
merupakan perbuatan melawan hukum.57 
D. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa Perdata  
1. Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan  
Sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam 
perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam 
perjanjian.58 Rahmadi mengartikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi 
dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat 
faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.59  
Sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan 
masyarakat (populasi sosial) yang membentuk oposisi/ pertentangan antara 
orangorang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek 
permasalahan.60  
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa sengketa perdata adalah terjadinya perkara perdata dikarenakan adanya 
pelanggaran terhadap hak seseorang, seperti diatur dalam hukum perdata. 
Pelanggaran hak seseorang itu dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum 
(onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, seperti diatur 
dalam Undang-undang atau karena wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban 
                                                  
57  Harahap, M. Yahya, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 42. 
58  Amriani, Nurnaningsih, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 13. 
59  Rahmadi, Takdir, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta: 
Rajawali Press, 2011, hlm. 1. 
60  Witanto, D.Y. Hukum Keluarga: Hak Kedudukan Anak Luar Kawin, Jakarta: Prestasi 
Pustaka, 2012, hlm. 2. 
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dalam pelaksanaan kontrak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerugian 
yang timbul itu dapat berupa kerugian materil, misalnya kerusakan atas barang atau 
berupa kerugian imaterial, misalnya kehilangan hak menikmati barang atau 
pencemaran nama baik.  
Pelanggaran hak seseorang itu dapat terjadi karena kesengajaan atau karena 
kelalaian. Pada perkara perdata, inisiatif berperkara datang dari pihak yang 
dirugikan. Karena itu, pihak yang yang dirugikan mengajukan perkaranya ke 
Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian berupa pemulihan, penggantian 
kerugian, dan menghentikan perbuatan yang merugikan itu.61 Penyelesaian di dalam 
pengadilan merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua 
pihak bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-
haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui 
litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.62  
Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian 
sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan 
perantara peradilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi tentu harus mengikuti 
persyar atan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal di pengadilan dan sebagai 
akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan suatu sengketa menjadi lebih lama.63  
Menurut Bambang Sugeng dan Sujayadi, proses penyelesaian sengketa di 
pengadilan adalah sebagai berikut:  
                                                  
61  Muhammad, Abdulkadir (II), Op Cit., hlm. 19-20 
62  Amriani, Nurnaningsih, Op Cit., hlm. 35. 
63  Sembiring, Jimmy Joses, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Jakarta: 
Transmedia Pustaka, 2011, hlm. 9-10. 
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a. proses diawali dengan pendaftaran gugatan oleh Penggugat pada Pengadilan 
Negeri yang berwenang dengan membayar terlebih dahulu panjar biaya perkara, 
kemudian oleh Panitera akan diberi Nomor Register Perkara;  
b. gugatan yang didaftarkan kemudian dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan 
Negeri bersangkutan. Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk Majelis Hakim 
yang akan menyidangkan perkara tersebut. Majelis Hakim yang ditunjuk akan 
menentukan hari dan tanggal Sidang I dan memerintahkan pemanggilan para 
pihak dalam Sidang I;  
c. pada saat Sidang I, apabila para pihak (Penggugat dan Tergugat) hadir, maka 
Majelis Hakim akan memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi;  
d. para pihak yang berperkara menempuh proses mediasi dengan difasilitasi oleh 
seorang mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam 
jangka waktu tertentu (paling lama 30 hari);  
e. apabila dalam jangka waktu yang ditentukan para pihak tidak mencapai 
kesepakatan dalam mediasi, para pihak kembali masuk ke persidangan dan 
dimulailah proses jawab jinawab, diawali dengan Jawaban Tergugat, Replik dari 
Penggugat, yang kemudian dibantah dengan Duplik dari Tergugat;  
f. tahap berikutnya adalah pembuktian. Pada tahap ini para pihak diberikan 
kesempatan untuk mengajukan alat bukti masing-masing untuk memperkeuat 
dalil-dalil mereka, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi;  
g. setelah tidak ada lagi alat bukti yang diajukan dan diperiksa, Hakim akan 
menutut proses pembuktian dan mempersilahkan para pihak menyusun 
kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan pendapat para pihak yang memperkuat 
dalil-dalil mereka berdasarkan hasil pembuktian;  
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h. setelah para pihak menyampaikan kesimpulannya, Majelis Hakim akan 
menjatuhkan putusannya;  
i. apabila terdapat pihak yang berkeberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh 
Majelis Hakim, dalam jangka waktu yang ditentukan, pihak yang berkeberatan 
dapat mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali);  
j. apabila putusan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, pihak yang 
dimenangkan oleh putusan dapat memohonkan pelaksanaan putusan.64 
2. Kewenangan Pengadilan Negeri 
Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan 
dengan  istilah  Belanda “bevoegdheid”  (yang  berarti  wewenang  atau berkuasa).  
Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata 
Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan 
fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan 
pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan 
perundangundangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang 
memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam 
menjalankan fungsinya.  
Konteks Negara yang berdasarkan hukum tidak bisa dilepaskan dari 
Konstitusi yang menjadi dasar sebuah Negara hukum. Konstitusi merupakan bentuk 
manifestasi dari konsep sebuah Negara hukum. Konstitusi berfungsi untuk 
mengatur penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ negara. Agar 
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organ-organ negara ini dapat berjalan dengan baik, maka harus diberikan dan 
dibatasi kewenangannya sesuai dengan fungsinya. Adanya pengaturan dan 
pembatasan kewenangan inilah diharapkan organ-organ negara dapat menjalankan 
tugas dan fungsinya dengan baik dan agar tidak terjadi kewenangan yang saling 
tumpang tindih diantara organ-organ negara tersebut. 
Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa “Kewenangan adalah kekuasaan 
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk 
bertindak dalam ranah hukum publik”. Kewenangan hanya dapat diperoleh dengan 
dua cara, yaitu atribusi atau dengan delegasi.65 
Adapun Abdul Rasyid Thalib menambahkan bahwa Kewenangan yang 
dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan atau Lembaga negara dalam melakukan 
perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan, atau mengeluarkan keputusan selalu 
dilandasi kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, ataupun 
delegasi, ataupun mandat.66 Pengertian Atribusi menunjuk pada kewenangan yang 
asli atas dasar konstitusi (UUD) atau ketentuan Hukum Tata Negara. Pada 
kewenangan yang diperoleh dengan cara delegasi harus ditegaskan suatu 
pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Adapun mandat tidak 
terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang. Akan tetapi pejabat 
yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat.67 
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Ketatanegaraan Republik Indonesi, Citra aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 217. 
67  Ibid, hlm. 218. 
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Berkaitan dengan atribusi, delegasi, dan mandat, Van Wijk dan Wililem 
Konijnenbelt, seperti yang di kutip oleh Ridwan, didefinisikan sebagai berikut.  
a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-
undang kepada organ pemerintahan. 
b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ 
pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya. 
c. Mandat adalah pemberian izin yang dilakukan oleh organ pemerintahan agar 
kewenangannya dijalankan oleh organ pemerintahan yang lain atas namanya.68 
Segala bentuk kewenangan organ-organ negara harus di dasari oleh 
konstitusi dan tata urutan perundang-undangan yang berlaku, baik itu kewenangan 
yang diperoleh dengan cara atribusi, delegasi, maupun mandat. Hal ini dimaksudkan 
agar kewenangan yang dimiliki oleh organ-organ negara tersebut sah dan tidak 
melanggar konstitusi. Hanya dengan kekuatan undang-undang maka kewenangan 
pemerintah dapat dinyatakan menurut UUD atau undang-undang organik yang 
dibentuk oleh legislatif. 
Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah 
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan 
Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri 
                                                  
68  Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 105. 
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dan Pengadilan Tinggi yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan 
Negara Tertinggi. 
Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 
menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, 
mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di 
tingkat pertama. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 disebutkan 
bahwa Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan 
perkara perdata di tingkat banding. 
Kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara pidana mencakup segala 
bentuk tindak pidana, kecuali tindak pidana militer yang merupakan kewenangan 
dari peradilan militer. Sedangkan dalam perkara perdata, Pengadilan Negeri 
berwenang menagdili perkara perdata secara umum, kecuali perkara perdata tertentu 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Perkara Perdata  
Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), hal 
ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya 
dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan tegas 
bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensi dari Indonesia 
adalah negara hukum, maka semua tindakan yang dilakukan baik oleh 
penyelenggara negara maupun oleh warga negara harus didasarkan pada ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu ciri khas negara hukum adalah adanya 
kekuasaan kehakiman (judicial power) yang merdeka.69 
Kekuasaan kehakiman di Indonesia, diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman 
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh 
sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan-badan peradilan dalam 4 (empat) lingkungan 
peradilan tersebut memiliki kekuasaan yuridiksi menerima, memeriksa, memutus, 
dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.70 Kekuasaan demikian 
lazim dikenal dengan sebutan kewenangan mengadili atau kompetensi.71  
                                                  
69  Sangadji, Z.A., Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 1. 
70  Ibid., hlm. 2-3. 
71  Ibid., hlm. 3. 
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Pengadilan khusus dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pengadilan yang mempunyai 
kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat 
dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan berada di bawah Mahkamah 
Agung yang diatur dalam undang-undang. Badan-badan peradilan tersebut 
mempunyai kewenangan masing-masing dalam menerima, memeriksa dan 
mengadili serta menyelesaikan suatu perkara. Kompetensi juga dapat disebut 
yuridiksi, yang di dalam lingkungan kekuasaan kehakiman berarti kewenangan 
pengadilan untuk mengadili atau pengadilan yang berwenang mengadili sengketa 
tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan.72 
Kewenangan pengadilan dalam hal ini, dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu 
kompetensi multak atau wewenang absolut dan kompetensi relatif atau wewenang 
nisbi. Kompetensi mutlak (wewenang asbolut) adalah kewenangan badan peradilan 
dalam memeriksa dan mengadili mengenai perkara tertentu yang secara mutlak 
tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lainnya, baik dalam lingkungan peradilan 
yang sama maupun berbeda.73 
Wewenang mutlak ini disebut juga atribusi kekuasaan kehakiman. Putusan 
yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap suatu perkara yang secara mutlak tidak 
berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah batal demi hukum.74 Sedangkan 
kompetensi relatif (wewenang nisbi) adalah kewenangan dari badan peradilan 
                                                  
72  Sutiyoso, Bambang, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Yogyakarta: Citra Media Hukum, 2006, 
hlm. 11-12. 
73  Harahap, M. Yahya (II), Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 179. 
74  Wardah, Sri & Sutiyoso, Bambang, Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya di 
Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 2007, hlm. 72. 
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sejenis dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara atas dasar letak atau lokasi 
wilayah hukumnya.75 
Menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung 
meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 
agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara. 
Empat badan peradilan tersebut, mempunyai kompetensi absolut yang berbeda 
antara 1 (satu) badan peradilan dengan badan peradilan yang lain. Masing-masing 
badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung mempunyai kewenangan 
mengadili sendiri-sendiri, yaitu: 
1. Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 
pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
(Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman). 
2. Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan 
menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). 
3. Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 
tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 
(Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman). 
                                                  
75  Sutiyoso, Bambang, Op Cit., hlm. 72. 
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4. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan 
menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan (Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman). 
Masing-masing lingkungan peradilan tersebut mempunyai bidang yuridiksi 
tertentu. Diantara 4 (empat) lingkungan badan peradilan tersebut, yang berwenang 
menyelesaikan sengketa perdata adalah peradilan umum. Selain melalui peradilan 
umum, menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, penyelesaian sengketa perdata dapat di lakukan melalui arbitrase atau 
alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa upaya penyelesaian sengketa 
perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif 
penyelesaian sengketa. 
Pasal 61 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman menentukan bahwa ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan 
Pasal 60 diatur dalam undang-undang. Arbitase diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
Hukum perdata meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok 
yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. 
Hukum perdata merupakan seperangkat/kaidah hukum yang mengatur 
perbuatan atau hubungan antar manusia/badan hukum perdata untuk kepentingan 
para pihak sendiri dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dengannya, tanpa 
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melibatkan kepentingan publik/ umum/ masyarakat yang lebih luas.76 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata atau BW (Burgerlijke Wetbook) membagi hukum 
perdata ke dalam bidang-bidang sebagai berikut: 
1. Hukum tentang orang (personen recht); 
2. Hukum tentang benda (zaken recht); 
3. Hukum tentang perikatan (verbintenissen recht); 
4. Hukum tentang pembuktian dan kadaluwarsa (van bewijs en verjaring). 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri atas empat buku, yaitu Buku 
Pertama yang berjudul Perihal Orang, memuat hukum tentang diri seseorang dan 
Hukum Kekeluargaan. Buku Kedua yang berjudul Perihal Benda, memuat hukum 
perbendaan serta Hukum Warisan. Buku Ketiga yang berjudul Perihal Perikatan, 
memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang 
berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Yang terakhir, Buku 
Keempat yang berjudul Perihal Pembuktian dan Lewat Waktu (Daluwarsa), memuat 
perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-
hubungan hukum. 
Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 
menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, 
mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di 
tingkat pertama. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata mencakup 
perkara perdata secara umum, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan 
kewenangan Pengadilan Agama. 
                                                  




Perkara perdata No. 6 /Pdt.G/2019/PN.Bbs bermula pada tanggal 20 Mei 
1983 telah berlangsung pernikahan secara sah antara Bapak Walim (alm) dan Ibu 
Casminah, selama perkawinan di karuniai 2 (Dua) orang anak kandung yang 
masing-masing bernama Slamet Edi Purwanto Bin Walim dan Ma’muri Bin Walim 
(Penggugat). Kemudian perkawinan antara Bapak Walim (alm) dan Ibu Casminah 
putus karena perceraian dari perkawinan tersebut telah diperoleh Harta Bersama 
barang tidak bergerak berupa tanah karang dan diatasnya berdiri bangunan pada 
Blok Persil 29 D.I C. No. 2146 dengan luas 593 M² yang terletak di Desa 
Banjaratma Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes (obyek sengketa) 
Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 bulan Maret tahun 2011 Bpk. Walim 
menikah secara sah untuk yang ketiga kalinya dengan perempuan yang bernama 
Nurkhikmah dan dikaruniai 3 (Tiga) anak yang masing-masing bernama Sri 
Mulyati, Solekhatun, dan Sarwo Edi. Bpk. Walim pada usia 63 tahun meninggal 
dunia pada hari Jumat tanggal 14 bulan April tahun 2017, namun ternyata tanah 
karang dan bangunan pada Blok Persil 29 D.I C.No. 2146 dengan luas 593 M² yang 
terletak di Desa Banjaratma Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes tanpa seizin 
dan tanpa sepengetahuan mantan istrinya (Ibu Casminah) dan anak kandungnya 
yang bernama Ma’muri (Penggugat), tanah tersebut sudah dihibahkan kepada Sdri. 
Solekhatun dan Sdr. Sarwo Edi yang dalam hal ini diwakili oleh ibu yang bernama 
Nurkhikmah karena belum dewasa (Para Tergugat). Bapak Walim (Alm) telah 
menghibahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Sdri. Solekhatun dan Sdr. 
Sarwo Edi (Para Tergugat) melalui Notaris dan PPAT Nur Chasanah, SH. dengan 
Akta Hibah No. 402/BLK/HB/XI/2009 pada tanggal 16 November 2009. kemudian 
pada tanggal 22 Desember 2009 diajukan Permohonan pembuatan sertifikat dengan 
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No. 2700/2009 Ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Brebes (BPN Kabupaten 
Brebes) oleh Bpk. Walim dengan Surat Ukur No. 007/Banjaratma/2010 tertanggal 
29 Juli 2010 tanah karang dan bangunan tersebut di pindah nama pemilik kepada 
Sdri. Solekhatun dan Sdr. Sarwo Edi (Para Tergugat) dan telah diterbitkan sertifikat 
oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Brebes (BPN Kabupaten Brebes) pada 
tanggal 03 September 2010 dengan SHM Nomor 00254 Blok Persil 29 D.I atas 
nama Solekhatun dan Sarwo Edi dengan luas 593 M² yang terletak di Desa 
Banjaratma Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. 
Penggugat menganggap bahwa Para Tergugat menempati tanah karang dan 
bangunan tersebut merupakan tanpa dasar yang benar atau telah melakukan 
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena hibah yang di berikan oleh Bapak Walim 
(Alm) merupakan harta bersama antara Bapak Walim (Alm) dengan Ibu Casminah 
yang belum dibagi kepada kedua belah pihak. Karena tanah dan bangunan yang 
dihibahkan oleh Bapak Walim (Alm) kepada Para Tergugat adalah cacat hukum dan 
tidak sah, maka peralihan hak milik a quo haruslah dinyatakan batal dengan segala 
akibat hukumnya dan karena alas hak Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah 
dan cacat hukum maka perbuatan hukum selanjutnya oleh Tergugat I dan Tergugat 
II yang menjual ataupun perbuatan hukum lainnya yang bermaksud mengalihkan 
atas objek sengketa kepada pihak lain haruslah dinyatakan pula tidak sah dan cacat 
hukum. 
Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, bahwa pokok perkara 
pada Perkara No. 6 /Pdt.G/2019/PN.Bbs merupakan perkara perkawinan, harta 
bersama, dan hibah adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, 
karena baik Penggugat maupun Para Tergugat adalah beragama Islam, dengan 
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demikian sudah seharusnya kewenangan mengadili dalam perkara tersebut adalah 
Pengadilan Agama bukan kewenangan Pengadilan Negeri.  
Berdasarkan Pasal 88 KHI Jo. Pasal 49 huruf (a) (periksa penjelasan angka 
10) dan huruf (d) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir dirubah 
dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menentukan bahwa 
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam; 
antara lain di bidang Perkawinan (Penyelesaian Harta Bersama, Waris, Hibah). 
Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas bahwa 
penyelesaian di bidang Perkawinan (penyelesaian harta bersama, hibah bagi yang 
beragama Islam) adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka 
dengan mendasarkan pada Pasal 134 HIR Jo. Pasal 132 Rv, Majelis Hakim 
pemeriksa perkara a quo pada Pengadilan Negeri Brebes tidak berwenang 
memeriksa dan mengadili perkara a quo tersebut. Jadi Pengadilan Negeri Brebes 
dalam penyelesaian perkara perdata perbuatan melawan hukum pada perkara No. 6 
/Pdt.G/2019/PN.Bbs sudah benar menyatakan dalam putusan sela bahwa 





B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Eksepsi Kuasa 
Tergugat yang Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Brebes tidak 
Berwenang untuk Mengadili Perkara No. 6/Pdt.G/2019/PN.Bbs 
Salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu 
putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung 
kepastian hukum adalah pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim juga 
mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga harus disikapi 
dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan 
cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan 
dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.77 
Pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana 
hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam 
memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap paling penting dalam pemeriksaan 
di persidangan yang bertujuan memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta 
yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar 
dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya 
bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, 
sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.78 
Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-
hal sebagai berikut: 
1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal. 
                                                  
77  Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2004, hlm. 140. 
78  Ibid, hlm. 141. 
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2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut 
semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. 
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili 
secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang 
terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar 
putusan.79 
Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan 
kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil 
penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu 
usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan 
aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya 
suatu kepastian hukum.  
Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab 
IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya 
sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 
24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) 
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan 
bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 
pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi 
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.80 
                                                  
79  Ibid, hlm. 142. 
80  Ibid, hlm. 142. 
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Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam 
ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari 
segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana 
disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan 
wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim alah menegakkan 
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan 
rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 18 menegaskan bahwa: kekuasan 
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 
oleh sebuah mahkamah konstitusi.81 
Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak 
(impartial jugde) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasan Kehakiman. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena 
dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini 
tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih 
tapatnya perumusan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman Pasal 4 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak 
membeda-bedakan orang”.82 
Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan 
tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih 
dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi 
                                                  
81  Hamzah, Andi, KUHP dan KUHAP, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 94. 
82  Ibid, hlm. 95. 
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penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang 
berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa 
tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh 
menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal 
ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 jo. Undang-
Undang No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk 
memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum 
tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.  
Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk 
bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). 
Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum 
yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang No. 48 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. 
Perkara No. 6/Pdt.G/2019/PN.Bbs merupakan perkara perdata dengan 
gugatan bahwa diduga Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum 
(onrechtmatigedaad) menguasai objek tanah sengketa tanpa hak dan sangat 
merugikan Penggugat. Adapun eksepsi Tergugat menyatakan Exceptio Declinatoir 
(Kewenangan Absolut/Mengadili), yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan 
oleh Penggugat sebagaimana didalilkan dalam posita point 5, 9, 10, dan 14, sebagai 
berikut:  
1. Selama dalam perkawinan Bapak Walim (alm) dengan Ibu Casminah selain 
dikaruniai 2 (Dua) orang anak kandung sebagaimana yang tersebut dalam posita 
point 2, perkawinan antara Bapak Walim (alm) dan Ibu Casminah juga telah 
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diperoleh Harta Bersama barang tidak bergerak berupa tanah karang dan 
diatasnya berdiri bangunan pada Blok Persil 29 D.I C. No. 2146 dengan luas 
593 M² yang terletak di Desa Banjaratma Kecamatan Bulakamba Kabupaten 
Brebes, yang selanjutnya disebut objek sengketa.  
2. Ternyata objek sengketa tersebut di atas tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan 
mantan istrinya (Ibu Casminah) dan anak kandungnya yang bernama Ma’muri 
(Penggugat), tanah tersebut sudah dihibahkan kepada Sdri. Solekhatun dan Sdr. 
Sarwo Edi yang dalam hal ini diwakili oleh ibu yang bernama Nurkhikmah 
karena belum dewasa (Para Tergugat). 
3. Bapak Walim (Alm) telah menghibahkan tanah dan bangunan tersebut kepada 
Sdri. Solekhatun dan Sdr. Sarwo Edi (Para Tergugat) melalui Notaris dan PPAT 
Nur Chasanah, SH. dengan Akta Hibah No. 402/BLK/HB/XI/2009 pada tanggal 
16 November 2009. 
4. Karena tanah dan bangunan yang dihibahkan oleh Bapak Walim (Alm) kepada 
Para Tergugat adalah cacat hukum dan tidak sah, maka peralihan hak milik a 
quo haruslah dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya; 
Mencermati dalil gugatan tersebut terkait masalah perkawinan, harta 
bersama, dan hibah adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, 
karena baik Penggugat maupun Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) adalah 
beragama Islam, jadi bukan kewenangan Pengadilan Negeri. Dengan demikian 
dalam putusan mengabulkan Eksepsi Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tentang 
kewenangan mengadili dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Brebes tidak 




Eksepsi Kewenangan Mengadili secara Absolute (eksepsi kompetensi 
absolute), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, telah diatur dengan 
jelas bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 
badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, 
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan 
Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 
Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang 
Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, telah menegaskan bahwa 
Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Terkait 
dengan eksepsi Kuasa Tergugat I dan Tergugat II bahwa Pengadilan Negeri Brebes 
tidak berwenang mengadili perkara ini karena berdasarkan pasal 88 K.H.I jo pasal 
49 huruf a dan huruf d Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir dirubah 
dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-UNdang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa 
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam 
antara lain di bidang perkawinan (penyelesaian harta bersama, waris, dan hibah). 
Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang telah 
diperbaharui dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 
menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 
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memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam di bidang: a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) 
zakat, g) infaq, h) shadaqah, dan i) ekonomi syari'ah.  
Kemudian Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan 
dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49 khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus 
lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum. Sedangkan dalam 
ayat (2) Pasal 50 Undan-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama 
menyatakan apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana ayat (1) yang subjek 
hukumnya orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh 
Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. 
Gugatan Penggugat bahwa pada pokoknya Penggugat Mendalilkan bahwa 
Bapak Walim setelah menikah dengan Ibu Casminah mempunyai 2 orang anak yaitu 
Slamet Edi Purwanto bin Walim dan Ma’ muri bin Walim serta mempunyai harta 
bersama berupa tanah karang dan bangunan pada blok Persil 29 D.I C No. 2146 
dengan luas 593M² yang terletak di Desa Banjaratma Kecamatan Bulakamba 
Kabupaten Brebes dan tanpa sepengetahuan Ibu Casminah dan anak-anaknya 
setelah mereka bercerai dan Bapak Walim menikah lagi, Bapak Walim telah 
menghibahkan tanah tersebut kepada Solekhatun dan Sarwo Edi melalui Notaris 
sehingga akhirnya keluar sertifikat atas nama Solekhatun dan Sarwo Edi dan 
menurut Penggugat harta bersama tersebut belum dibagi sehingga penguasaan 




Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa para pihak, dalam gugatan 
Penggugat identitasnya baik Pihak Penggugat maupun pihak Tergugat agamanya 
Islam. Kemudian dilihat dari latar belakang gugatan perbuatan melawan hukum 
terdapat kaitannya dengan hukum perkawinan, harta bersama, dan hibah. Penjelasan 
Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa yang 
dimaksud antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau 
badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada 
hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai 
dengan ketentuan pasal ini. 
Perkawinan adalah hal hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-
undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah antara 
lain izin beristri lebih dari satu, izin melangsungkan perkawinan bagi yang usia 
belum 21 tahun, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, pembatalan 
perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri, perceraian dengan talak, 
gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, dan lain-lain. 
Penyelesaian harta bersama termasuk hal yang diatur dalam bidang 
perkawinan sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana gugatan Penggugat 
Penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek sengketa dikarenakan hibah 
yang dilakukan oleh Bapak Walim, sedangkan Hibah merupakan kewenangan 
mutlak Pengadilan Agama sehingga menurut Majelis oleh karena perkara ini 
sebagaimana disebutkan dalam identitas para pihak Baik Penggugat dan juga 
Tergugat beragama Islam. Dengan demikian hal yang disengketakan masuk dalam 
bidang yang diatur Pasal 49 yaitu masalah Perkawinan Khususnya harta bersama 
dan juga hibah sehingga perkara Aquo murni kewenangan Pengadilan Agama.  
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Jadi menurut penulis sudah benar dan eksepsi Tergugat beralasan dan harus 
dikabulkan yaitu Pengadilan Negeri/Pengadilan Negeri Brebes tidak berwenang 
memeriksa dan memutus perkara tersebut. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam 
mengabulkan eksepsi kuasa tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri 
Brebes tidak berwenang untuk mengadili perkara No. 6/Pdt.G/2019/PN.Bbs, yaitu:  
1. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan 
Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 
Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama 
Islam di bidang: 
a) perkawinan,  
b) waris,  
c) wasiat,  
d)  hibah,  
e)  wakaf,  
f)  zakat,  
g)  infaq,  
h)  shadaqah, dan  
i) ekonomi syari'ah. 
 
Pada perkara No. 6/Pdt.G/2019/PN.Bbs, penggugat mendalilkan bahwa 
perkawinan Bapak Walim (alm) dengan Ibu Casminah selain dikaruniai 2 (Dua) 
orang anak kandung yaitu Slamet Edi Purwanto Bin Walim dan Ma’muri Bin 
Walim (alm) (Penggugat). Perkawinan antara Bapak Walim (alm) dan Ibu 
Casminah juga telah diperoleh Harta Bersama barang tidak bergerak 
sebagaimana disebut objek sengketa. Kemudian tanpa seizin dan tanpa 
sepengetahuan mantan istrinya (Ibu Casminah) dan anak kandungnya yang 
bernama Ma’muri (Penggugat), tanah tersebut sudah dihibahkan kepada Sdri. 
Solekhatun dan Sdr. Sarwo Edi yang dalam hal ini diwakili oleh ibu yang 
bernama Nurkhikmah karena belum dewasa (Para Tergugat). 
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Dari dalil tersebut dapat diketahui bahwa pokok persoalan yang 
didalilkan yaitu terkait dengan hukum perkawinan, harta bersama, dan hibah. 
Kemudian dilihat dari subjek hukumnya yaitu penggugat dan tergugat 
merupakan orang-orang yang beragama Islam. Jadi Pengadilan Agama yang 
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut.  
2. Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui 
dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 
Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa 
tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49. 
 
Pada dasarnya 50 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 
memberikan kewenangan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Umum 
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama lebih 
dahulu sengketa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam 
perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 khusus mengenai objek 
sengketa. Namun karena subjek hukumnya yaitu Ma’muri Bin Walim (alm), 
Umur 32 Tahun sebagai Penggugat dan Solekhatun Binti Walim (Alm) sebagai 
Tergugat I serta Nurkhikmah sebagai tergugat II adalah merupakan orang-orang 
yang beragama Islam.  
Sebagaimana secara jelas telah diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-
Undang No. 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 
50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa apabila 
terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek 
hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut 
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diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 49, maka perkara No. 6/Pdt.G/2019/PN.Bbs merupakan 






A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalil Penggugat dalam perkara No. 6 /Pdt.G/2019/PN.Bbs mempunyai latar 
belakang pokok persoalan terkait dengan hukum perkawinan, harta bersama, 
dan hibah. Kemudian dilihat dari subjek hukumnya yaitu penggugat dan 
tergugat merupakan orang-orang yang beragama Islam. Jadi Pengadilan Negeri 
Brebes dalam penyelesaian perkara perdata perbuatan melawan hukum pada 
perkara No. 6 /Pdt.G/2019/PN.Bbs tidak berwenang untuk mengadili. 
2. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengabulkan eksepsi kuasa tergugat 
yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Brebes tidak berwenang untuk 
mengadili perkara No. 6/Pdt.G/2019/PN.Bbs, yaitu Pasal 49 dan Pasal 50 ayat 
(2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-
Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama 
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di 
tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) 
perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infaq, h) 
shadaqah, dan i) ekonomi syari'ah. Apabila terjadi sengketa hak milik 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 yang subjek hukumnya antara orang-
orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan 
agama bersama-sama perkara. 
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B. Saran  
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memberikan 
beberapa saran sebagai berikut:  
1. Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan absolut dalam mengadili perkara 
perdata dengan alas gugat adanya perbuatan melawan hukum, namun 
kewenangan tersebut harus dengan dasar hukum yang disesuaikan pula dengan 
hukum acara perdata. Ketika perbuatan melawan hukum yang dilakukan terkait 
dengan hukum perkawinan, hibah, dan lainnya yang dialami oleh orang yang 
beragama Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama.  
2. Kuasa hukum atau masyarakat terutama bagi pihak-pihak yang sedang 
bersengketa diharapkan mengetahui praktek di lapangan peradilan tentang 
kinerja hakim dan mengetahui kewenangan-kewenangan pengadilan baik 
pengadilan negeri maupun agama, sehingga masyarakat dapat mengetahui 
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